PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 38 TAHUN 2010

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

a. bahwa ketentuan yang mengatur Jabatan Fungsional di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38
Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
Per/15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
Daerah dan Angka Kreditnya dan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah, perlu ada penambahan jenis
jabatan fungsional tertentu untuk itu Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan
Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sumedang, perlu diubah dan disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan
Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sumedang;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah



Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5121);

. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana
telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4332);

. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang



Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4019);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

13.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

14. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;

15.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/15/M.PAN/9/2009 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas P{enyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

16.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03
Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan
Angka Kreditnya;

18.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun
2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2008 Nomor 5);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008
Nomor 7);



Menetapkan

20.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

21.Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2010
tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan
Pemerintah  Kabupaten Sumedang (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUMEDANG

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor
38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedangomor 38)

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Penyuluh Pertanian;
Pengawas Perikanan;
Penyuluh Kehutanan;
Medik Veteriner;
Paramedik Veteriner;
Dokter;

Dokter Gigi;
Apoteker;
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Asisten Apoteker;

—
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Perawat;

—
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. Perawat Gigi;
. Bidan;

. Pranata Laboratorium Kesehatan;
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45.
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52.

Sanitarian;

Radiografer;

Teknisi Elektromedis;
Nutrisionis;

Perekam Medis;

Epidemiolog Kesehatan;
Entomolog Kesehatan;
Fisioterapi;

Administrator Kesehatan;
Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
Guru;

Pamong Belajar;

Penilik;

Pengawas Sekolah;

Dosen;

Widyaiswara;

Instruktur Latihan Kerja;
Perantara Hubungan Industrial;
Pengawas Ketenagakerjaan;
Auditor;

Arsiparis;

Pustakawan;

Penyuluh Keluarga Berencana;
Pranata Humas;

Sandiman;

Analis Kepegawaian;

Perancang Perundang-undangan;
Peneliti;

Perencana;

Pranata Komputer;

Pemeriksa Pajak;

Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
Pengendali Dampak Lingkungan;
Teknik Pengairan;

Teknik Jalan dan Jembatan;
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
Teknik Penyehatan Lingkungan;
Penguji Kendaraan Bermotor;

Teknisi Siaran;



53. Inspektur Tambang;

54. Pekerja Sosial,;

55. Pengantar Kerja;

56. Pengawas Mutu Pakan;

57. Pengawas Bibit Ternak;

58. Pengendali Ekosistem Hutan;

59. Polisi Kehutanan;

60. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;

61. Penguji Mutu Barang;

62. Dokter Pendidik Klinis;

63. Penyuluh Perikanan;

64. Analis Kesehatan;

65. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
(P2UPD).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Mei 2012

BUPATI SUMEDANG,

ttd
DON MURDONO
Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2012 NOMOR 21



